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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG
DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG
DIBERIKAN ~ KEPADA  PEMERINTAH  DALAM  PENERBITAN  DAN/ ATAU  PEMBELIAN
KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL

ABSTRAK . - bahwa dalarn rangka rneningkatkan daya saing surat berharga negara Indonesia di pasar
internasional, dalam APBN/APBN-P telah dialokasikan dana subsidi Pajak Penghasilan
ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan
di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada
Pemerintah dalarn penerbitan dan/atau pernbelian kernbali penukaran surat berharga
negara di pasar internasional, perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236); UU No. 19 Tahun 2008
(LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 233,
TLN No. 6138); Permenkeu Rl No. 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011
No. 898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau irnbalan surat
berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Pajak
Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada
Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga
negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Pajak Penghasilan yang terutang
atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam
penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar
internasional ditanggung Pemerintah.

CATATAN Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang anggaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung

Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar
internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah
dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar
internasional masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal
11 Mei 2018.



